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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

semua warga negara Indonesia dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21, khususnya dalam meyakinkan berhak atau tidaknya Wajib Pajak 

menjadi penerima Insentif PPh Pasal 21 DTP yang merupakan bentuk bantuan 

pemerintah untuk meringankan beban masyarakat serta meningkatkan 

perekonomian Indonesia yang sempat menurun akibat penyebaran Covid-19 di 

Indonesia. 

Meskipun kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap berbagai 

pemasukan negara, khususnya dari sektor pajak, namun langkah ini setidaknya 

dapat mengurangi beban yang diterima dari sektor lainnya. 

 

5.2 Saran 

Penulis memberikan saran untuk Wajib Pajak,  khususnya WP Pribadi yang 

berhak mendapat bantuan berdasarkan Permenkeu Nomor 86/PMK.03/2020, untuk 

mengoptimalkan peluang yang didapat dari program pemerintah ini pada hal-hal 

yang sebagai upaya untuk membantu bangsa ini dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan membantu perbaikan perekonomian dan pembangunan nasional 

Indonesia yang tengah dilanda oleh pandemi Covid-19.  
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